BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR ¢& TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati

Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679};

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang .Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 2093);

7. Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT. |

BAB 1
KETENTUAN UMUM -

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Dompu.

2. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Dompu sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja
satu kecamatan.

3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.,

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan



Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Hari adalah hari kerja.

BABII
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini kewenangan evaluasi rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa didelegasikan kepada Camat.

(2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:

a. evaluasi Rancangan APBDesa dan Perubahan APBDesa
yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD,;

b. penetapan Keputusan hasil evaluasi Rancangan APBDesa
dan APBDesa perubahan; dan

c. mengusulkan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa
kepada Bupati apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti
oleh Kepala Desa dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB Il
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat bertanggung
jawab kepada Bupati.

(2) Camat menyampaikan laporan kepada Bupati paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan hasil evaluasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul akibat pendelegasian kewenangan
ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Dompu.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal /& - — 2017

BUPATI DOMPU,

A

4

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

pada tanggal

6 — ¥ —2017

. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017 NOMOR /07



